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ABSTRAK

Hak terdakwa merupakan perlindungan terhadap pelaku yang didakwa
melakukan pelanggaian hukum. Perlindungan ini diberikan sebagai perlakuan
sana dihadapan hukum untuk menghindari kesalahan yang dilakukan petugas
penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Walaupun aturan dengan jelas hak

terdakwa diberikan akan tetapi bisakah hak tersebut diberikan secara total, sejauh
. mana masyarakat mengetahui haknya sebagai terdakwa.

’ Pengetahuan masyarakat secara umum menurut peraturan perundangan
dianggap sudah mengerti hukum secara menyeluruh. Padahal jika kita kaji lebih
teliti hanya beberapa orang saja yang mengerti tentang undang-undang yang
berlaku di negara kita. Sehingga perlu disosialisasikan lebih lanjut dan terus
menerus supaya pengetahuan masyarakat tentang hukum semakin mendalam, baik
tentang peraturan perundang-undangannya maupun konsekuensi jika ada
pelanggaran. Hukum yang mengatur tentang hak terdakwa terdapat didalara
hukum positif serta dalam hukum Islam.

Untuk mengetahui lebili jauh tentang hak terdakwa dalam hukum positif
dan hukum Islam perlu dilakukan penelitian yang bersumber dari literatur yang
ada baik dari undang-undang maupun dasi tulisan yang telah lebih dahulu ada dan
membahas tentang hak terdakwa. Sehingga didapatkan data yang jelas dan akurat
mengenai hak terdakwa baik secara hukum positif maupun Hukum Islam, juga
bisa kita ketahui persamaan dan perbedaan tentang hak terdakwa dari kedua
hukum tersebut.

Pengetahuan tentang hak terdakwa akan melindungi siapa saja jika dirinya
tersangkut sebuah permasalahan hukum, sehingga tidak akan terjadi lagi sebuah
pelanggaran hak asasi manusia terutama hak terdakwa yang dilakukan oleh
oknum aparat hukum yang memaksakan kehendak karena ketidaktahuan terdakwa
tentang hak mereka.
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SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan
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¢ ya’ y ye
IL.  Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

iadaze ditulis mutgaddidah
ide ditulis _iddah

.  T&’ marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis A

18- ditulis hikmah
ale ditulis illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam

bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki
lafal aslinya).

2. Biladiikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka
ditulis dengan A.

el g a5 ditulis kardmah al-ailiya

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis ¢
atau A.

Sad 315 ditulis zakah al-fitri

IV.  Vokal Pendek

. fathah ditulis a
o ditulis fa’ala
- kasrah ditulis i
55 ditulis zukira
. ditulis u
- dammah
s ditulis yazhabu




Y:

VL

VIL

VIII.

Vokal Panjang

1 fathah + alif ditulis 4
lalr ditulis Jéhiliyyah
2 fathah + y& mati ditulis 4
g ditulis tansa
3 kasrah + y# mati ditulis i
B ditulis karim
4 dammah + wail mati ditulis 7
PP ditulis turid
Vokal Rangkap
| fathah + y4 mati ditulis ai
L ditulis bainakum
2 | fathah + wad mati ditulis ail
Jy ditulis qgail

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

ol ditulis A’antum
el ditulis u’iddat
Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “/”.



S ditulis al-Qurdn
P ditulis al-Qiyéas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah
. yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf /(el) nya.

Lo ditulis as-Samg

ponsE] ditulis asy-Syams

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

A s ditulis zawi al-furid
w ol ditulis ahl as-sunnah
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BAB I

PENDAHUI UAN

3 J Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum yang sesvai pada aturan perundang-undangan
merupakan jaminan atas perlindungan hak asasi manusia. Hak asasi adalah hak
yang diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak kodrati.' Pada prinsipnya,
setiap manusia diberi hak asasi yang sama tanpa membedakan satu sama lain
antara suku, ras, agama, warna kulit, bangsa dan negara.’

Hak asasi manusia menurut Jon Materson dari Komisi HAM Persatuan
Bangsa Bangsa merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang tanpa
dengannya mustahil dapat hidup sebagai manusia.’

Hak asasi dapat dikelompokkan menjadi dua hak dasar yang
fundamental yaitu hak persamaan antarsemua orang dan hak kemerdekaan
atau kebebasan, dari kedua dasar hak ini, maka akan timbul hak-hak yang
lain,* salah satunya hak bagi siapa saja yang terlibat tindak pidana.

Perlindungan terhadap hak asasi manusia di Indonesia yang terlibat
perkara pidana diatur dalam Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana. Substansi dari Hukum Acara Pidana adalah mengatur

! Saefullah, “Hak-Hak Warga Negara Dalam Pandangan Universal Declaration On

Human Rights (UDHR) dan The Cairo Deklaration on Human Rights in Islam”, Skripsi
Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, him. 1.

2 Ibid,

? Baharuddin Lopa, Al-Qur'an dan HAM, cet. 1, (Yogyakarta: Damabhakti Prima Yasa,

1996), him. 1.

4 Ibid, him. 2.



perlindungan hukum kepada masyarakat dan menjamin kepentingan hukum
hak. asasi perorangan bagi setiap orang yang terlibat atau bersangkutan dalam
proses perkara pidana.’ Perlindungan hukum tersebut mencakup hak-hak
’:yang dilanggar (menjadi korban) serta mengatur hak-hak yang diduga
melakukan pelanggaran (Tersangka / Terdakwa).®

Dengan diberlakukannya Hukum Acara Pidana di Indonesia proses
peradilan diharapkan sesuai dengan ketentuar tentang hak asasi manusia.
Beberapa hak asasi manusia yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana mengenai hak-hak terdakwa antara lain; hak untuk segera
mendapat pemeriksaan oleh Penyidik, berhak perkaranya segera dimajukan ke
pengadilan oleh Penuntut Umum, berhak segera diadili oleh pengadilan, berhak
diberitahukan dengan bahasa yang jelas dan dimengerti tentang apa yang
disangkakan dan didakwakan kepadanya, berhak memberikan keterangan secara
bebas, berhak untuk setiap waktu mendapatkan bantuan juru bahasa, berhak
mendapatkan bantuan hukum disetiap pemeriksaan, berhak memilih sendiri
penasehat hukumnya dan menghubungi Penasehat Hukum, berhuk menghubungi

dan berbicara dengan perwakilan negaranya bagi tersangka berkebangsaan asing,

’ Nur'ainy A.M, “Hukum Acara Pidana,” buku pegangan kuliah Hukum Acara Pidana
Fakultas Syariah UIN, Yogyakarta, 2004, him. 4.

S Hak korban tindak kejahatan/pelanggaran secara jelas dan terperici tidak diatur dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali hak mengajukan laporan atau pengaduan kepada
pihak yang berwajib dalam hal ini penyeiidik/penyidik, hak untuk menggugat ganti kerugian
melalui praperadilan atau pemeriksaan gugatannya dapat digabungkan dengan pemeriksaan
perkara pidana. Bila pelaporan atau pengaduan tersebut tidak mendapatkan respon atau tanggapan
yang semestinya, maka KUHAP tidak memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan pihak
korban atau yang merasa dirugikan, sehingga dewasa ini banyak yang melaporkan / mengadukan
nasibnya kepada KOMNAS HAM/ DPR/ DPRD, LBH, LSM, ORNOP, KONTRAS dan lain-lain.
Lihat M. A. Kuffal, Penerapan KUHAP dalam Praktek Hukum, edisi ke-8 (Malang: UMM Press,
2005) him.173-174.



berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadi, berhak diberitahu
atas penahanan dirinya ataupun keluarganya, berhak menghubungi dan
"menerima kunjungan yang memiliki hubungan kekeluargaan, berhak mengirim
dan menerima surat, berhak menghubungi ldan menerima  kunjungan
rohaniawan, berhak diadili disidang yang terbuka untuk umum, berhak
mengajukan saksi atau ahli yang menguntungkan dirinya, berhak untuk minta
banding, berhak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.”

Prof. Dr. T.M. Hasbi ash-Ashiddieqy menyatakan bahwa Islam telah
mengakui HAM sejak empat belas abad yang telah silam sebelum deklarasi-
deklarasi tentang HAM itu ada.® Pada Peradilan Islam atau biasa dikenal
dengan Peradilan Agama dalam penerapan hukumnya juga melindungi hak
Terdakwa, karena sumber utama hukum Islam adalah al-Qur’an dan as-
Sunnah, hak tidak hanya menyangkut hak manusiawi secara individualis tapi
Jjuga menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan, karena kemulian bagi
Tuhan dilihat dari ketaqwaan bukan lainnya, perlindungan terhadap hak
manusia hanyalah sarana menuju taqwa. Beberapa hak yang melekat pada
Terdakwa/Tersangka dalam Peradilan Islam antara lain adalah; terdakwa
berhak menolak tuduhan atas dirinya dengan sumpah, hak untuk mengajukan

saksi yang memperkuat penolakan atas tuduhan, hak untuk menunjukkan bukti

bahwa terdakwa tidak bersalah.’

7 Nur'ainy A.M, “Hukum Acara Pidana”, hal. 23-24.

¥ T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, /slam dan HAM, cet.1 (Semarang: Pustaka Rizki Putra,
1987), him. 8.

? Ibnu Qayyim Al-Jauziah, Hukum Acara Peradilan Islam, cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka



Dalam Cairo Declaration yang dimaksudkan untuk memberikan
kepastian standar HAM bagi negara-negara Islam khususnya negara yang
bergabung dengan OKI'® mencantumkan perlindungan te.dakwa yakni diakui
:tidak bersalah sampai terbukti bersalah di Pengadilan dimana ia diberi jaminan
untuk membela diri.""

Bahkan menuduh dalam peradilan Islam diharuskan dapat
membuktikan tuduhannya dengan mengajukan saksi-saksi bila tidak dapat
mebuktikan dan dan mengajukan saksi maka penuduh pun harus dijatuhi

hukuman,'? dasar hukumnya adalah firman Allah SWT:

B0 el oa sld o y 1l sslgs b | gkt

Serta hadis nabi saw.:
S ond) Ny oblpel g Jlry Lo U oY il ey ) oy )
"ade el

Dalam perkara pidana yang pelakunya masih di bawah umur ada

Pelajar, 2006), hlm, 255.
' Baharuddin Lopa, Al-Qur ‘an dan HAM , him. 33.
! Pasal 19 hurufe.

"> Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005),
him. 41.

¥ An-Nir (24): 4
'* Muslim, Sahih Muslim bi Syarh an-Nawawi, bib al-Agdiyat wa al-Ahkim, hadis

nomer 3228. hadis Marfi‘, CD Program al-Maus(‘ah al-Hadis asy- -Syaiif. Hadis dari Abd Tahir
Ahmad Ibn ‘ Amri Ibn Sarh dari Ibn wahb dari lbn Jurayj dari Ibn Abu Mulaykah dari Ibn Abbis



beberapa hal yang harus diperhatikan untuk melindungi kejiwaan anak supaya
tidak mengalami gangguan mental yang akan berakibat fatal, peradilan pada
‘anak mendapatkan perlakuan yang khusus. Perlakuan khusus pada kejahatan
yang dilakukan anak merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap
—

Beberapa hal yang harus diperhatikan terhadap hak terdakwa yang
pelakunya masih di bawah umur. Mendapatkan perlindungan dari tindakan
yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial. Hak
mendapatkan fasilitas transport dan penyuluhan dalam memperlancar
pemeriksaan. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya. Hak untuk
berhubungan dengan orang tua dan keluarganya. '®

Hukuman itu ditangguhkan karena adanya ketidakjelasan merupakan
kaidah yang dipakai oleh setiap hukum ketika menetapkan suatu hukuman
atas tindak pidana yang dilakukan, karena seorang hakim sebelum
memutuskan suatu hukuman diharuskan mengetahui latar belakang
dilakukannya suatu tindak pidana dan juga kondisi yang melingkupi
pelakunya. '’

Kesalahan hakim dalam memutuskan suatu hukuman akan berdampak

" Tindakan yang mengarah pada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak biasa
disebut sebagai kenakalan anak, kenakalan anak dipengaruhi oleh labilitas perkembangan kejiwaan
pada anak terutama pada saat timbulnya masa puber pada perkenibangan anak menuju dewasa
yang tidak terkontrol, juga pengaruhi oleh lingkungan yang membentuk kepribadiannya. Untuk
lebih jelasnya bisa dilihat pada bukunya Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, (Bandung:
Refika Aditama, 2006) him. 16-25.

' Ibid, him. 71.

' Aminuddin Ihsan, “Pemikiran Pemberlakuan Hukum Islam,” Jurnal Hmu Syari'ah Al
Ahkam, no. 9, Th, 2005, hlm. 111,



negatif terhadap peiaku dan juga hukum itu sendiri, schingga dikenal juga
dalam kaidah yang lain bahwa kesalahan seorang hakim karena tidak
'menerapkan hukuman atas orang yang bersalah itu lebih baik dari pada
kesalahannya karena menerapkan hukuman pada orang yang tidak bersalah, '®

Ketelitian dan kehati-hatian dalam mengambil keputusan berdasarkan
bukti dan saksi serta keterangan yang dikumpulkan adalah langkah untuk
melindungi hak-hak orang yang diduga melakukan tindak pelanggaran hukum
(Tersangka dan Terdakwa) yang didasarkan pada hukum Islam atau hukum
positif.

Pelaksanaan hak-hak Terdakwa terkadang tidak sesuai dengan aturan
yang telah jelas dikarenakan masih banyak masyarakat yang buta hukum (hak-
haknya). Misalnya pemeriksaan terhadap tersangka biasanya dilakukan dengan
sistem iquisitoir yang menganggap bahwa Tersangka adalah obyek
pemeriksan, sehingga sering terjadi kekerasan atau pemaksaan pengakuan
terhadap Tersangka.

Menurut R. Soesilo jika pegawai polisi yang diwajibkan untuk
mengusut perkara pidana mempergunakan alat-alat paksaan terhadap
tersangka atau saksi supaya mereka itu mau mengaku atau memberikan
keterangan tertentu. Alat-alat paksaan itu bisa berwujud menempeleng,
memukul, mendupak, dengan cara menyakiti atau menganiaya,
menyekap/menempatkan diruang tertutup, tidak memberi makan minum dan

sebagainya, maka pegawai tersebut bisa dihukum karena melakukan

'® 1bid,

" Nur’ainy A M., “hukum acara pidana”, hlin. 22.



pelanggaran.”

Hak-hak Terdakwa diatur dalam dua aturan hukum tersebut, tapi
karena pada KUHAP berdasarkan pada hasil pemikiran manusia dalam
’pembuatan hukumnya, sedang hak dalam hukum Islam berlandaskan pada
aturan Teologis dan hasil ijtihad para ahli hukum (fuqaha), tentu dari kedua
hukum itu terdapat beberapa perbedaan dan juga beberapa persamaan dalam
mengatur hak-hak Terdakwa.

Pemberlakuan hukum acara dulunya dikenal dengan IR (Inlandsch
Reglement), kemudian HIR (Herzeine Inlandsch Reglement). pada mulanya
hanya berlaku di pulau Jawa dan Madura tapi setelah kita merdeka, dengan
undang-undang No. 1 (drt) tahun 1951 barulah HIR dinyatakan berlaku untuk
seluruh Indonesia meliputi acara pemeriksaan di pengadilan negeri.”’

KUHAP menekankan pada unsur perlindungan Terdakwa sebagai
manifestasi dari perlindungan Hak Asasi Manusia secara utuh yang diakui di
seluruh Negara, berdasarkan deklarasi bersama pada tanggal 10 Desember
1948 yang dikenal Universal Declaration of Human Rights yang dipelopori
oleh PBB. Sedang hukum Islam disamping unsur tersebut juga adanya unsur
teologis sebagai tanggung jawaban mahluk kepada Tuhan SWT. baik di dunia
maupun akhirat.

Tidak kesemua hak terdakwa akan dikaji dalam skripsi ini melainkan

hanya beberapa hak yang dikelompakan menjadi lima hak saja. Kelima hak

™ R. Soesilo, KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal ( Bogor:
Politeia, 1986 ), hlm. 286.

2 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sapta Artha Jaya, 1996 ),
him. 3.



tersebut adalah membela diri, diadili disidang pengadilan, hak perlakuan yang
sama dalam pengadilan, ganti kerugian, keyakinan hakim. Hak-hak inilah
yang menurut penyusun dapat mewakili dari keseluruhan hak terdakwa. Serta

" melindungi kepentingan terdakwa.

B. Pokok Masalah
Dari uraian latar belakang masalah dapat ditarik suatu permasalahan
yang akan dicari penyelesaiannya, yaitu:

a. Bagaimana aturan-aturan hak-hak Terdakwa dalam pandangan hukum positif dan

hukum Islam?

b. Apakah persamaan dan perbedaan mengenai hak-hak terdakwa dalam

hukum positif dan hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan
Untuk mendiskripsikan bagaimana hak-hak terdakwa dalam hukum
positif maupun hukum Islam. Menemukan aspek persaman dan perbedaan
yang meliputi hak terdakwa.
2. Kegunaan Penelitian
Di antara kegunaan penelitian ini adalah menambah wawasan dan
khasanah keilmuan dalam bidang hak asasi manusia khususnya hak-hak
terdakwa, yang nantinya hak-hak tersebut bisa mempengaruhi para

penegak hukum dalam menjalankan tugasnya untuk selalu menegakkan

hak asasi manusia.



D. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan skripsi in1 penyusun akan mengacu pada referensi--
referensi atau tulisan-tulisan yang telah ada, yang mcmbahas permasalahan
yang berkaitan dengan pokok pemasalahan di atas, sepanjang pengetahuan
penyusun, ada beberapa buku yang inembahas tentang hak-hak tersangka dan
atau terdakwa, ditambah buku yang membahas tentang hak asasi manusia yang
mungkin menjadi landasan utama munculnya peraturan hukum tentang hak-hak
terdakwa.

Di antara buku atau tulisan yang mengkaji tentang hak-hak
terdakwa adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lengkap
dangan Penjelasannya yang diterbitkan Karya Anda Surabaya, yang
membahas tentang aturan atau undang-undang jalannya Peradilan.

Dalam buku yang disusun oleh Andi Hamzah dengan judul Hukum
Acara Pidana Indonesia yang menjelaskan sejarah hukum acara pidana,
bagaimana pelaksanaan acara pidana sebelum zaman kolonial sampai setelah
merdeka, serta sistein penuntutan pidana modem diberbagai negara, serta
menjelaskan tentang langkah-langkah penerapan undang-undang hukum acara
pidana serta penjelasannya detail detailnya.

M.A Kaufal mengulas lebih banyak lagi dalam bukunya yang
berjudul Penerapan KUHAP dalam Praktik Kukum yang menjelaskan
penerapan undang-undang acara pidana beserta contoh dan langkah-langkah
dalam tiap proses acara pidana serta penjelasan yang merinci tiap-tiap bab dan

pasal dalam hukum acara pidana.
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Dalam buku Strategi Perlawan oleh Imran all. membahas tentang
strategi dan taktik advokasi, bantuan hukum dalam Pengadilan dan diluar
Pengadilan, juga membahas advokasi hukum dalam publik dan privat,
| Dalam buku pegangan kuliah semester pendek yang disusun oleh
Nur'ainy A.M. dengan judul hukum ucara pidana yang membahas tentang
asas-asas hukum acara pidana, proses terjadinya delik, tahap tahap proses
perkara pidana, serta lampiran contoh dalam tiap-tiap acaranya.

Tentang hak-hak pada anak diulas lebih dalam dalam buku yang
ditulis Wagiati Soetojo yang berjudul Hukum Pidana Anak yang membahas
tentang gejala dan timbulnya kenakalan anak,perlakuan anak pada saat
menjalani proses peradilan serta pembinaan anak yang merupakan studi
terhadap anak di lembaga pemasyarakatan tangerang.

Sedang dalam hal referensi hak-hak Terdakwa dalam perpektif hukum
Islam sepanjang pengetahuan penyusun masih sedikit yang membatias
tentang hal tersebut secara khusus. Lagi pula al-Qur'an dan as-Sunnah yang
dijadikan sumber hukum oleh negara-negara Islam telah banyak menjelaskan
tentang hak orang yang menjalani proses peradilan, walaupun begitu bukan
berarti referensi dalam hal ini tidak ada, melainkan dibahas dalam
berbagai buku tentang keislaman walaupun sepotong-sepotong.

Di antara buku yang membahas hal ini adalah buku yang ditulis oleh
Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dengan judul Hukum Acara Peradilan Islam yang
membahas tentang berbagai macam bentuk pembuktian tindak pidana,

bagaimana proses penerapan hukum Islam pada masa Nabi SAW, dan penerus
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setelah beliau. Disini juga membahas peran hakim dalam menggunakan

beberapa cara untuk mencari kebenaran dalam memutuskan suatu perkara.

Dalam buku Filsafat hukum dalam Islam karangan Sobhi Mahmassani
juga meyinggung azas-azas umum tentang pembuktian yang membahas hak
Tergugat yang dalam hal ini biasa dikenal dengan istilah pengakuan
"persaksian atas dirinya sendiri” juga menjelaskan pembuktian dengan
bukti tertulis dan saksi saksi. |

Abdullahi Ahmed An-Na’im dalam bukunya Dekonstruksi Syari'ah
yang mencoba membedah ulang hukum Islam yang berkaitan dengan wacana
kebebasan sipil, Hak Asasi Manusia dan hubunan Internasional dalam Islam.

Dalam bukunya Topo Santoso yang berjudul Menggagas Hukum
Pidana Islam inilah hak terdakwa terinci dengan sangat runtut sehingga dapat
dijadikan acuan bagi penerapan hukum pidana Islam

Dari berbagai buku dan literatur yang penulis ketahui sampai saat ini
belum ada yang membahas dengan pendekatan perbandingan tentang hak-hak

terdakwa dalam perspektif KUHAP dalam hal ini hukum positif dan hukum

Islam.

Kerangka Teoretik

Dari literatur yang telah disebutkan terdahulu, dapat ditemukan titik
tolak pemahaman terhadap gagasan hak-hak terdakwa adalah untuk
melindungi hak-haknya dari tindakan yang merugikan yang bisa terjadi pada

saat menjalani proses peradilan. Sebagai manifestasi dari perlindungan Hak
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Asasi Manusia.

Lahirnya sebuah hak besertaan dengan lahirnya manusia itu sendiri,
‘berbenturannya satu kepentingan dengarn kepentingan corang lain melahirkan
| sebuah interaksi. Pemikiran tentang hak asasi berasal dari dua pemikiran yakni

pemikiran yang menganggap hak asasi berasal dari ajaran agama,

sebagaimana firman Tuhan:

(o @ 20 OB oSa aY g e I 1 noly 11 g 1l ) gl

oty g S5 =Y ey B Ogag om0V Jpm Jy B 1oy
2 5, 45

Dari ayat i dapat dipahami bahwa Al-Qur’an dan As-Sunnah adalah
petunjuk bagi mereka yang sedang dzlam perselisihan untuk dicarikan solusi
tanpa melanggar hak orang lain sesuai dengan ajaran agama.

Pemikiran yang kedua, pemikiran yang tidak langsung berlandaskan
pada ajaran agama, model ini sangat beragam macamnya, diantaranya adalah
pemikiran yang berdasarkan pada hukum kodrat, dimana diyatakan hak asasi
adalah hak-hak yang dimiliki manusia sesuai dengan kodratnya.*’

Hukum adalah untuk melindungi dan menghargai hak-hak tiap-tiap
warga negara sebagai perwujudan dari perintah untuk bersikap adil. Sesuai

perintah Allah SWT. dalam firmannya:

2 An-Nisd’ (4): 59.

B Dadang Juliantara, Jalun Kemanusiaan Panduan untuk Memperkuat Hak Asasi
Manusia, cet. 1 (yogyakarta: Lapera, 1999), him. 96-97.
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Dalam pidana Islam tertuduh mempunyai hak untuk membela diri
atau memberikan pengakuan/kesaksian, juga dapat mengajukan saksi dan bukti
yang mendukung dirinya. Pengakuan ini menjadi ketetapan bagi orang yang
menyatakan pengakuannya. Di dalam ai-Majami' 2) dan al-Majallah dikatakan
orang diperlakukan karena pengakuannya (fasal 79).” Di dalam syari'ah

ketentuan ini berdasarkan atas firman-Nya:
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Hak terdakwa dalam hukum positif diatur KUHAP (kitab undang-
undang hukum acara pidana) yang diberikan secara penuh tanpa adanya
pilih kasih. Tak hanya hak terdakwa yang diatur didalam KUHAP di
dalamnya juga diatur hak tersangka untuk melindungi siapa saja yang
dianggap atau diduga melakukan kejahatan, sehingga dapat menghindarkan

aparat hukum melakukan salah tangkap. Peraturan hak terdakwa juga

* Al-M#’idah (5): 8.

% Sobhi Mahmassani, Filsafat Hukum dalam Islam, cet. 2 (Bandung: Al-Ma’arif , 1981)
him. 246,

 An-Nisd’ (4): 135.
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diperkuat dengan adanya pengakuan hak asasi manusia sedunia. Dengan
adanya hak terhadap terdakwa yang diatur dalam undang-undang
diharapkan masyarakat yang bermasalah déngan hukum atau yang didakwa

-karena melakukan kejahatan.

F. Metode Penelitian
Dalam penulisan sebuah penelitian dituntut untuk mengemukakan
jawaban sebuah permasalan dengan data yang akurat agar dapat dipertanggung
jawabkan hasil penelitian tcrsebut. Oleh karena itu diperlukan suatu metode
untuk memecahkan permasalan. Penggunaan metode ini guna mempermudah
penelitian dan menjaga kualitas hasil penelitian.
Adapun metode yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian pada skripsi ini adalah jenis penelitian kepustakan
(library research) maka dalam penelitian ini dikaji berbagai sumber
kepustakaan yang berkenaan dengan pokok permasalahan diatas, yang
lebih rincinya adalah melakukan penelitian dalam rangka menganalisis dan
memahami hak Terdakwa dalam hukum positif dan hukum Islam serta
perlindungan hukumnya melalui kajian pustaka.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif, maksudnya bersifat
menggambarkan dan menganalisis hak-hak Terdakwa yang ada pada kedua

hukum tersebut sehingga ditemukan perbandingaraya. Maka dari itu
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pelaksanaan penclitian diarahkan pada studi perbandingan antara hukum
positif dan hukum Islam terhadap hak-hak Terdakwa.
3. Pendekatan Penclitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan tekstual dan analisis-
komparatif, dengan pendekatan ini diharapkan dapat ditemukan bagaimana
analisis perbandingan dari segi hak-haknya dan perlindungan hukumnya
pada kedua hukum tersebut. Juga kiranya dapat diketahui pihak mana yang
relevan dan efektif dari kedua aturan hukum yang diperbandingkan.

4. Pengumpulan Data

Karena jenis ini penelitian kepustakaan, maka pengumpulan data
yang dilakukan secara kualitatif.

Adapun Data-data primer yang menjadi kajian antara lain:
a. Kitab Al-Qur’an

b. Kitab Al-Hadis

¢. Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sedangkan data sekunder meliputi buku-buku, majalah-majalah,
hasil penelitian yang memuat informasi yang relevan dengan pembahasan
ini.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan cara yang dipakai untuk menelaah seluruh
data yang tersedia dari berbagai sumber-sumber.?’ Untuk memperoleh

kesimpulan yang kuat maka digunakan analisis kualitatif dengan metode

7 Lexy J. Moleong, Metodalogi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2002) him. 190.
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berfikir secara deduktif yaitu menganalisia data yang bertitik tolak dari
data yang bersifat umum yang mempunyai unsur kesamaan sehingga

dapat dijadikan kesimpulan yang bersifat khusus.”®

G. Sistematika Pembahasan

Agar mudah dipahami dan terarah dengan baik, skripsi ini
menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari paparan latar
belakang masalah yang menjadikan alasan guna mengkonsentrasikan dan
membatasi pembahasan skripsi ini disebutkan juga tujuan dan kegunaan
penelitian, kerangka teoritik penelitian, metode penelitian guna memudahkan
dalam menggali, mengumpulkan dan menganalisa data. Dalam bab ini juga
dipaparkan karya-karya yang berkaitan dengan permasalahan yang
dikaji.

Pada bab kedna membahas tentang pengertian umum hak-hak
terdakwa, yang meliputi pengertian, pengertian hak terdakwa dalam hukum
positif dan hukum Islam, gambaran umum tentang proses peradilan, hak-hak
terdakwa.

Sedang bab ketiga membahas tentang hak-hak terdakwa dalam hukum
Islam yang terdiri dari hak terdakwa untuk membela diri, untuk diadili,
perlakuan yang sama, ganti kerugian, kenyakinan hakim.

Kemudian pada bab keempat menjelaskan tentang studi analisis perbandingan
yang dari segi hak-hak Terdakwa.

Terakhir, Bab kelima merupakan akhir dari semua pembahasan yang
meliputi kesimpulan sebagai akhir dari penelitian.

** Soedjono Soemargono, Filsafat limu Pengetahan, (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1983)
him. 25,
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PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Hak terdakwa yang ada dalam hukum positif kebanyakan mengatur
perlindungan akan hak-hak asasi manusia berdasarkan pada kebutuhan dan
kepentingzin manusia secara duniawi sedang yang diatur oleh hukum Islam
berdasarkan aturan syariat agama walaupun secara hak terlihat kurang
komlit seperti pada hukum positif akan tetapi aturan dalam hukum Islam
telah mewakili hak-hak terdakwa.

Secara garis besar perlindungan hukum hak terdakwa tidak ada bedanya
baik menurut hukum positif maupun hukum Islam kesemuanya diakui
keabsahan penerapan oleh hukum, walaupun dalam hukum Islam
bersumber dari hukum tuhan yang otoritasnya melebihi kemampuan akal,
bukan berarti pemikiran tentang hak asasi manusia menurut hukum positif
yang berdasarkan pada pemikiran manusia, bisa dinilai kurang adil
Perlindungan ini diberikan dalam sebagai wujud bahwa manusia itu secara

kodrati memiliki hak dan kewajiban yang sama.

B. Saran-saran

1.

Bagi petugas penegak hukum (penyidik, penuntut umum, hakim)
sebaiknya dalam menjalankan tugasnya selalu mo>megang teguh asas
praduga tak bersalah dan melindungi hak asasi manusia terutama hak

tersangka/terdakwa.

&4
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2. Bagi warga n.egara berhak mendapatkan hak asasinya (hak terdakwa) dar
negara yang dijamin undang-undang. Warga negara berhak mengkritik,
mengontrol pelanggaran hak asasi yang dilakukan oleh petugas penegak
hukum. Para petugas hukum diharapkan menghormati dan mentaati

peraturan tentang hak terdakwa.
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